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(E) Isi  :  

Lembaga Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan, sehingga benda tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda. Dengan demikian akibat penguasaan objek 

berada pada Pemberi Fidusia, acapkali pada saat akan dilakukan hak 

eksekutorial oleh Penerima Fidusia, terkadang objek Jaminan Fidusia telah 

rusak atau hilang atau berpindah tangan, menyebabkan nilai barang Jaminan 

Fidusia tidak sesuai lagi karena sudah rusak, tidak dipelihara oleh debitur, 

sehingga menimbulkan kerugian baik Kreditur. Namun, terdapat Putusan 

Mahkamah Konstitusi dimana sertifikat Jaminan Fidusia tidak serta merta 

memiliki kekuatan eksekutorial, dan cidera janji harus didasarkan pada 

kesepakatan kedua belah pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar 

upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya 

cidera janji. Sehingga menimbulkan persoalan hukum yang patut 

dipertanyakan, yaitu: Bagaimana kepastian hukum kreditur terhadap 

kekuatan hak eksekutorial yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019. Berdasarkan rumusan masalah itu, maka metode yang 

digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka 

didapatkan hasil bahwa Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia 

dinyatakan inkonstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi, dan 

memperlihatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Kreditur. Hal ini 

mengakibatkan dicabutnya mekanisme yang mudah akan membuat menjadi 

tidak atraktif bagi Kreditur. Hasil penelitian ini berguna bagi Pemerintah 

Indonesia ke depan, agar dapat lebih komprehensif.  
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